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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 012 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NOMOR 244 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang : a.  bahwa Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan, namun dalam rangka lebih memberikan 

kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak dan 

mengoptimalkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu 

dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 

 

2. Undang … 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bandung; 

9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung;  

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan; 

 

 

 

MEMUTUSKAN:… 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 244 TAHUN 

2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah 

Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 8) diubah, sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, setelah 

angka 53 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 54, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota 

Bandung. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 

4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah Kota Bandung. 

5. Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi 

tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan 

mendapat penugasan dari Kepala BPPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan 

sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota 

Bandung. 

 

9. Subjek … 
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9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

dapat dikenakan PBB. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat 

atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 

dan perairan pedalaman. 

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan pedalaman. 

14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 

lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP 

pengganti. 

 

 

15. Surat … 
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15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 

PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah. 

16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 

selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan 

bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

17. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh BPPD untuk 

memperoleh data Objek Pajak dan Subjek Pajak sesuai 

prosedur pembentukan basis data. 

18. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah kegiatan Subjek Pajak untuk 

mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan. 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada 

Wajib Pajak. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari menghimpun data objek dan Subjek Pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

21. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan dengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. 

 

22. Surat … 

 


